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KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat palinc
sedikit perkembangan jumlah peutru didik,

enuhmutmidnrpendldﬂ:




6.

v il

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

‘tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
‘Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

1 dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
i 1 ;

omor 2 Tahun 2008 tentang Standar
ndar Isi Pendidikan Agama Islam dan

ahun 2012 tentang Pengawas
'Agama Islam pada Sekolah




: KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
3 NOMOR 574 TAHUN 2015
TENTANG
“ PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
AL HUSNA KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

\ Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin

: operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Ttmut'; 2

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses p madrasah

yang bermutu, perlu memberikan kesempatan , masyarakat melalui

organisasi berbadan hukum untuk menyeleng@rakm madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa madraaahyangtemantumdi bawahmitelahmemmuhl

s persyaratan administratif, teknis, dan kelayakﬂn yang telah

' bamn Nega.m chuhhk Indonesia Tahun
r Ic!nbamn Neg&m Republik Indonesia

ara ﬁppubm: Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
e ; Slik Indonesia Nomor 4586);

- 19 Tahun 2005 tentang Standar
'Negara Republik Indonesia Tahun



